BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan desa di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten
Sleman, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon
Kalasan, Kabupaten Sleman sudah akuntabel. Hal ini dapat dilihat
dengan adanya pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan
melalui laporan-laporan yang disajikan dan penyusunan dokumen yang
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyusunan APBKal dan
penetapan peraturan pengelolaan keuangan desa, dilakukan dengan
pengawasan BPKal. Pemerintah Kalurahan Purwomartani dapat menekan
tingkat kebocoran pengelolaan anggaran melalui kesadaran akan batasan
anggaran dan pengeluaran yang tidak melebihi anggaran.
Pertanggungjawaban Kkinerja pengelolaan anggaran didukung dengan
adanya Sistem Keuangan Desa dan anggaran yang dikelola mengalami
perubahan untuk menyesuaikan prioritas di Tahun Anggaran 2020.

2. Pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon
Kalasan, Kabupaten Sleman sudah cukup transparan, karena Pemerintah
Kalurahan Purwomartani telah menggunakan media informasi yang

mudah diakses oleh masyarakat, adanya pengumuman berdasarkan
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5.2.

peraturan terkait, dan adanya pelaporan kepada masyarakat. Pada tahap
pertanggungjawaban kepada masyarakat, pemerintah  Kalurahan
Purwomartani menyajikan informasi di media massa belum sesuai

dengan waktu yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Saran

Diharapkan untuk pengelola keuangan desa khususnya Pemerintah
Kalurahan Purwomartani untuk semakin mengoptimalkan penggunaan
berbagai media informasi, sehingga dapat menjaga ketransparasian dan
rasa tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat untuk melaporkan
ataupun mengumumkan program-program kegiatan yang dianggarkan
dalam APBKal. Diharapkan pula agar semakin dapat menyediakan
informasi kepada masyarakat secara tepat waktu.

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti tidak hanya dari sisi
perangkat desa sebagai petugas pengelolaan keuangan desa, namun juga
dengan informan dari masyarakat, baik tokoh masyarakat maupun
lembaga-lembaga kemasyarakatan bersifat swadaya dan BPDes yang
berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa dan penerima

manfaat.
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5.3. Keterbatasan Penelitian
Penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian
ini. Adapun keterbatasan tersebut adalah:

1. Penelitian ini menggunakan periode penelitian Tahun Anggaran 2020
sehingga penelitian hanya dapat menggambarkan akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran tersebut.

2. Adanya keterbatasan pengalaman penulis dalam melakukan penelitian
sehingga dapat menyebabkan analisis yang dilakukan belum utuh dan
menyeluruh, namun penulis berusaha untuk dapat mendeskripsikan hasil

penelitian sesuai dengan data yang diperoleh.
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Lampiran 1. Hasil Wawancara

PERTANYAAN
NO. WAWANCARA HASIL WAWANCARA INFORMAN
1 | Siapa sajakah yang bertugas | Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau | Lurah
menjalankan pengelolaan | disingkat PKPKD adalah kepala desa, kalau di DIY disebut | 23 Agustus 2021
keuangan Kalurahan | lurah. Lurah mempunyai kewenangan menyelenggarakan
Purwomartani? keseluruhan keuangan desa. Pengelolaan bisa didelegasikan
kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau PPKD.
PPKD adalah perangkat desa, yaitu carik atau sekretaris desa
dan kepala urusan (kaur) keuangan yang sekarang disebut
dengan kaur danarta. PPKD melaksanakan keputusan kepala
desa. Kemudian ada pelaksana kegiatan, yaitu perangkat desa
yang terdiri dari para kasi dan kaur.
Untuk petugas pengelolaan keuangan Purwomartani yang | Carik
pertama adalah pimpinan tertinggi di Kalurahan Purwomartani | 10 Agustus 2021

yaitu lurah, lalu sebagai tim verifikatornya atau kepala yang
membidangi verifikator adalah sekretaris desa atau carik, dan
bendahara sekaligus sebagai kepala urusan keuangan atau yang
disebut danarta. Pelaksana kegiatannya itu para kasi dan kaur.

Pengelolaan keuangan di desa dibagi menjadi dua, yang
pertama adalah selaku pemegang kekuasaan keuangan, disebut
dengan PKPKD dan kuasa itu ada di lurah. Kemudian yang
kedua adalah selaku pelaksana pengguna anggaran. lIstilah di
sini disebut PPKD, yang terdiri dari semua unsur, yaitu sekdes,

Kaur Danarta
3 Agustus 2021




kasi, dan kaur. Sementara untuk bidang keuangan sendiri
adalah pelaku fungsi kebendaharaan.

Apa saja peraturan yang
menjadi  pedoman  dalam
pengelolaan keuangan
Kalurahan Purwomartani

Tahun Anggaran 2020?

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Sleman
Nomor 31 Tahun 2018, dan ada beberapa perubahan yaitu
Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.2 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

Lurah
23 Agustus 2021

Peraturan yang mendasari itu adalah Permendagri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan
Bupati Nomor 31 Tahun 2018, kemudian dirubah lagi menjadi
Peraturan Bupati Nomor 31.1 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan APBDes. Sekarang di Sleman itu desa diganti
kalurahan, jadi APBDes menjadi APBKal. Utamanya ini di
tahun 2020, di masa pandemi, itu juga ada pergeseran-
pergeseran, artinya ada regulasi yang mengharuskan dalam
pengelolaan keuangan desa itu ada perubahan, apa yang harus
dilakukan itu berdasarkan dengan regulasi di tingkat atasnya.
Di tahun 2020 ini kita juga sudah melakukan 2 kali perubahan
APBDes. Perubahan penjabaran APBDes itu kalau tidak salah
ada 3 kali. Jadi 1 kali perubahan APBDes dan ada 3 kali
perubahan penjabaran APBDes. Itu yang mendasari
pengelolaan keuangan kalurahan di tahun 2020.

Carik
10 Agustus 2021

Pedoman yang dipakai sementara ini adalah Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
dan Peraturan Bupati Sleman (Perbup) Nomor 31 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari Perbup juga ada

Kaur Danarta
3 Agustus 2021




pendamping untuk pedoman penyusunan APBDes di Perbup
Nomor 31.1 Tahun 2018. Ini sebagai acuan pedoman kami di
Kalurahan.

Apakah ada peraturan desa
yang  diberlakukan  untuk
mengelola keuangan desa di
Kalurahan Purwomartani?

Ada, diatur dengan Peraturan Kalurahan Purwomartani.

Lurah
23 Agustus 2021

Ya, peratura nnya di APBKal itu. Jadi peraturan pengelolaan
keuangan itu diatur di Peraturan Kalurahan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan, kemudian dijabarkan lagi
dalam Peraturan Lurah. Jadi Peraturan Lurah itu nanti khusus
untuk penjabaran saja.

Carik
10 Agustus 2021

lya, ada. Jadi, dari Perbup itu nanti dilaksanakan menjadi
turunan peraturan di tingkat kalurahan dan itu sudah
terakumulasi di kegiatan siklus tahunan desa. Di sana ada
intinya, ada dijabarkan ke dalam RPJM Kalurahan, kemudian
RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Kalurahan yang tiap tahun
harus ada. Kemudian Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan sebagai penjabaran dari turunan-turunan
Perbup itu. Itu mesti harus buat, kalau tidak membuat itu berarti
siklus tidak jalan.

Kaur Danarta
3 Agustus 2021

Bagaimana mekanisme
perencanaan pengelolaan
keuangan desa di Kalurahan
Purwomartani?

Perencanaan mulai dari rencana kerja, kemudian dituangkan
dalam Peraturan Kalurahan tentang APBDes.

Lurah
23 Agustus 2021

Mendasari pertama dari RPJM. RPJM itu berlaku untuk satu
periode jabatan lurah, dalam hal ini berlaku untuk 6 tahun. Jadi
ketika lurah terpilih, diberikan waktu selama 3 bulan untuk
menyusun RPJM. Kemudian RPJM selesai, nanti lurah juga

Carik
10 Agustus 2021




menunjuk tim untuk menyusun RKP. Di setiap tahunnya kita
menyusun RKP, jadi RKP itu Rencana Kerja Pemerintahan,
hanya untuk 1 tahunan. Jadi kalau semisal RKP tahun 2020 itu
kita menyusunnya di tahun 2019, kalau untuk pelaksanaan
pembangunan atau pun pelaksanaan kerja pemerintahan di
tahun 2021 kita harus menyusun satu tahun sebelumnya. Jadi
siklusnya itu adalah pertama RPJM untuk 6 tahun ke depan dan
RKP itu untuk 1 tahun ke depan. Kemudian nanti setelah
muncul RKP itu, atau Rencana Kerja Pemerintahan nanti
dirumuskan dalam APBKal. Kalau sudah masuk dalam
APBKal itu, nanti yang akan kita laksanakan di tahun
berkenaan. Jadi tidak semua daftar kegiatan yang kita rumuskan
dalam RKP itu masuk dalam APBKal, karena kita juga harus
melihat kemampuan keuangan Kita.

Kalau mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa itu
sudah semacam aturan baku. Itu diatur melalui perencanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ini adalah gambaran lebih detail
lagi dari Rencana Kerja Pembangunan. Rencana Kerja
Pembangunan Kalurahan yang tiap tahun dibuat adalah
penjabaran dari RPJM. Itu yang menjadi pedoman pemerintah
kalurahan.

Kaur Danarta
3 Agustus 2021

Apakah perencanaan
pengelolaan keuangan desa
melibatkan unsur masyarakat?

Kalau untuk pelibatan masyarakat, di sini kita dalam
penyusunan RPJM, serta penyusunan RKP, Kkita melalui
musyawarah-musyawarah kalurahan. Jadi kita menentukan arah
kebijakan pemerintah kalurahan itu sendiri lewat Musdes atau
Muskal, Musyawarah Kalurahan. Unsur yang terlibat antara

Carik
10 Agustus 2021




lain, pertama adalah lurah sendiri, kemudian pamong. Pamong
itu mulai dari carik, kasi, kaur, dukuh. Kemudian di situ ada
LKD, Lembaga Keswadayaan Masyarakat. LKD ini seperti
PKK, LPMKal, Karang Taruna, lembaga posyandu, perwakilan
dari RT RW, tokoh dari masyarakat, tokoh seni, tokoh budaya,
kader-kader kesehatan, dan sebagainya. Nanti ketika menyusun
arah kebijakan itu, baik di RPJM maupun RKP itu melibatkan
lapisan masyarakat, namun kita bagi menjadi klaster-klaster,
artinya dari lembaga dan tokoh yang tadi disebutkan. Kemudian
nanti untuk pelaksanaan teknisnya, untuk melibatkan
masyarakat juga nanti ada Padat Karya, harus ada melibatkan
masyarakat setempat untuk pelaksanaan pekerjaan yang sudah
direncanakan, yang masuk dalam RPJM, yang masuk dalam
RKP, dan sudah dianggarkan di APBKal.

Pasti ada karena merupakan kesepakatan bersama dengan BPD.
Di samping BPD, nanti juga dalam penyusunan anggaran ini
melibatkan banyak stakeholder; di lembaga kemasyarakatan
desa juga Kita libatkan. Ada Karang Taruna dan PKK. Karena
kita mengacu pada dasar penyusunan perencanaan sifat
partisipatif. BPD sebagai perwujudan dari perwakilan
masyarakat secara menyeluruh. Kalau PKK khusus perempuan,
Karang Taruna khusus pemuda, kemudian juga tokoh
masyarakat RT/RW, kita libatkan dalam proses penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan.

Kaur Danarta
3 Agustus 2021

Bagaimana mekanisme proses
pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa di Kalurahan

Mekanismenya dengan membuat SPP, yang ditandatangani
oleh Pelaksana Kegiatan (Kasi dan Kaur), Carik sebagai
verifikator, Lurah, dan terakhir Kaur Danarta selaku

Lurah
23 Agustus 2021




Purwomartani?

Bendahara Kalurahan.

Pelaksanaannya kita itu buat rencana jadwal, jadi di bulan
pertama bulan Januari, Februari, Maret, sampai Desember itu
ketika sudah dirumuskan dalam APBKal, nanti kegiatan rutin
itu dari awal tahun dari mulai Januari sampai Desember, itu
nanti kegiatan rutinnya apa saja. Nanti kemudian di bidang
kesehatan, bidang penataan ruang, bidang pembangunan,
bidang pemberdayaan, bidang pembinaan, ini nanti tergantung
dengan masing-masing kasi kaurnya, jadi sudah dijadwalkan
dengan masing-masing kasi kaurnya itu di bulan apa saja. Nanti
unsur yang dilibatkan itu siapa saja, itu sudah dirancang oleh
para kasi dan kaur.

Carik
10 Agustus 2021

Mekanisme proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
sudah dari Perbup. Di sana sudah ada petunjuk yang saya kira
itu sudah jelas, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan
anggaran. Setelah pelaksanaan anggaran, sudah ditetapkan
dalam APBKal, Rencana Pendapatan Belanja Kalurahan.
Kemudian pelaksanaan itu kalau kami istilahkan di sini adalah
penatausahaan kegiatan anggaran, dan terakhir adalah
pelaporan atau pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Kaur Danarta
3 Agustus 2021

Apakah terdapat rekening bank

yang digunakan
rekening kas kalurahan?

sebagai

Ya, pasti. Kalau diistilahkan di sini adalah pelaksanaan
anggaran tunai dan non tunai. Tapi kita lebih dominasi di tunai.
Tetapi semuanya adalah melalui rekening bank. Artinya, ketika
ada pengajuan anggaran, kita lihat di RAPB, Rencana
Anggaran Belanja. Kemudian kalau sudah sesuai, kebutuhan
riil uang pada saat itu berapa, baru kita membuat SPP. SPP ini

Kaur Danarta
3 Agustus 2021




nanti untuk sebagai syarat mengambil uang di bank. Jadi
melalui rekening. Rekening desa ada.

Bagaimana mekanisme
pelaporan pengelolaan
keuangan kalurahan?

Laporan pengelolaan keuangan berdasarkan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dan yang
terakhir siklus tahunan desa yang tercantum dalam Peraturan
Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2019. Pelaporannya yaitu
APBDes, Penjabaran APBDes, Laporan Pelaksanaan APBDes,
Laporan Realisasi APBDes yang dilakukan per semester,
Laporan Perubahan APBDes, dan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan.

Lurah
23 Agustus 2021

Mekanisme pelaporan pengelolaan keuangan kalurahan itu di
semester 1 Kita membuat atau menyusun laporan realisasi
APBDes semester 1. Kemudian semester 1 biasanya Kita
laksanakan di bulan Juli atau akhir Juli, atau paling lambat itu
awal Agustus. Kemudian semester 2, pelaporannya ini di awal
tahun anggaran depan. Sebenarnya kita juga ada kewajiban,
karena pelaporan di semester 2 ini sampai tanggal 31
Desember, nanti pelaporannya maksimal tanggal 2 Januari
tahun depan.

Carik
10 Agustus 2021

Tadi saya sudah haturkan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan
kalurahan itu sudah diatur melalui Perbup dalam siklus desa,
terdiri dari laporan realisasi APBDes semester pertama.
Kemudian pada akhir Desember nanti dibuat pada bulan
Januari, paling lambat Maret, itu kita membuat Laporan
Pelaksanaan Anggaran semester kedua atau pelaporan akhir

Kaur Danarta
3 Agustus 2021




tahun anggaran.

Faktor  apa
mendukung
keuangan
Purwomartani
Anggaran 20207

yang  dapat
pengelolaan
Kalurahan
pada Tahun

Sistem aplikasi Siskeudes.

Lurah
23 Agustus 2021

Kalau untuk sistem kita menggunakan sistem aplikasi, pertama
dulu  kita menggunakan Siskeudes, sistem informasi
pengelolaan keuangan desa; dan di tahun 2020 Kkita
menggunakan Sidek, ini Kkita kerjasama antara Pemerintah
Kabupaten Sleman dengan Universitas Gadjah Mada. Tapi saya
kurang tahu kenapa, ini kita di 2021 juga tidak menggunakan
Sidek, tapi kalau di 2020 kita menggunakan Sidek. Jadi,
pengelolaan keuangan kalurahan itu lebih sistematis, lebih
terarah, dan terukur ketika kita menggunakan baik itu Sidek
maupun Siskeudes.

Carik
10 Agustus 2021

Ada, jadi faktor yang mendukung untuk pengelolaan keuangan
Kalurahan Purwomartani itu ada aplikasi sistem informasi
keuangan, sistem dari UGM. Namun dalam perjalanannya, di
sisi  keuangan Kabupaten itu sedikit-sedikit mengalami
perubahan, aplikasi Siskeudes ini rupanya belum disiapkan.
Jadi kalau di dalam Sistem Informasi Keuangan Desa hanya
mengatur satu kali perubahan. Ternyata di pandemi ini, sedikit-
sedikit perubahan, jadi termasuk aplikasinya melu mumet.

Kaur Danarta
3 Agustus 2021

10

Faktor apa
menghambat
keuangan

yang  dapat
pengelolaan
Kalurahan

Hambatannya adalah apabila terjadi keadaan yang mendesak,
keadaan yang memaksa untuk melakukan perubahan, seperti
Covid ini. Karena sudah direncanakan terlebih dahulu (kegiatan

Lurah
23 Agustus 2021




Purwomartani Tahun

Anggaran 20207

pada

yang dianggarkan), kemudian ada Covid.

Di sini juga ada kelemahan-kelemahannya. Karena kalau yang
di Siskeudes, kita di tahun 2020 ini offline, tapi kalau di 2021
kita sudah online, artinya sudah terintegrasi dengan Kapanewon
maupun dengan Kabupaten.

Carik
10 Agustus 2021

Yang menghambat pengelolaan keuangan itu termasuk aplikasi
keuangan yang belum lengkap, aplikasi keuangan yang belum
mengakomodir bahwa APBDes ini dimungkinkan terjadi
beberapa kali perubahan. Tidak hanya satu kali perubahan,
bahkan tahun kemarin termasuk yang tahun 2020 ini kalau
tidak salah empat kali perubahan. Meskipun dalam realisasinya
kita hanya membuat tiga kali perubahan.

Kaur Danarta
3 Agustus 2021

11

Apakah  terdapat  Standar
Operasi  Pelaksanaan (SOP)
untuk pamong kalurahan dalam
melakukan pengelolaan
keuangan desa?

Di Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Peraturan Bupati.

Lurah
23 Agustus 2021

Standarnya ada. Pertama, dari para pelaksana teknis itu adalah
kasi kaur, ada kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur tata usaha
dan umum, kemudian kasi kesejahteraan, kasi pemerintahan
dan kasi pelayanan. Ketika dia melakukan pengelolaan
keuangan desa, dengan cara mengajukan SPP atau Surat
Perintah Pembayaran. Pemerintah kalurahan bekerjasama
dengan penyedia barang, dalam hal ini penyedia barang yang
ada di lingkungan Kalurahan Purwomartani, ada beberapa juga
yang rekanan di luar Purwomartani, memang karena
kemampuan dan fasilitas. Jadi ketika melakukan transaksi, dan
barang sudah dikirim, dan sudah diterima, selanjutnya para
pelaksana teknis biasanya membuat SPP atau Surat Perintah

Carik
10 Agustus 2021




Pembayaran. Kemudian permohonan SPP itu nanti diverifikasi
oleh carik. Setelah diverifikasi sesuai dengan RAB dan sesuai
dengan SKPD, kemudian sudah sesuai dengan speknya, maka
ini  diajukan untuk pencairan, artinya nanti lurah
menandatangani  Surat Permohonan Pembayaran, baru
kemudian kita bayarkan. Metode pembayaran ada yang cash
dan ada yang melalui transfer.

Ada, jadi ini mekanisme yang dituntut dalam penerapan
aplikasi itu sendiri. Jadi misalkan dari pengelolaan keuangan
terkait dengan penggunaan anggaran, itu pertama harus
membuat SPP, Surat Permintaaan Pembayaran. SPP ini
dasarnya adalah RAB, RAB yang diringkas di sana adalah
sebagai APBKal. Setelah SPP ini masuk, kemudian diverifikasi
oleh Sekdes, ini harus. Setelah diverifikasi oleh Sekdes,
akhirnya nanti ada persetujuan dari Kepala Desa. Setelah semua
mekanisme dilalui, baru bagian keuangan dalam hal ini selaku
fungsi bendahara mencairkan permohonan pembayaran itu.
Begitu mekanismenya.

Kaur Danarta
3 Agustus 2021
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Bagaimana bentuk
akuntabilitas/pertanggungjawa
ban pengelolaan  keuangan
kalurahan baik  terhadap
masyarakat maupun terhadap
tingkat pemerintahan  yang
lebih tinggi (misalnya camat
dan bupati)?

Melalui BPD. Jadi setiap pembuatan peraturan dan APBDes
harus bersama dengan dan disetujui Badan Permusyawaratan
Desa atau BPD, atau sekarang BPKal, Badan Permusyawaratan
Kalurahan. Kemudian juga melalui web desa. Kemudian ini
juga harus lewat Bupati melalui Camat.

Lurah
23 Agustus 2021

Untuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas pengelolaan
keuangan kalurahan, ini semua tertuang dalam siklus desa,
mulai RPIJM, RKP, APBDes, serta laporan semester 1 semester

Carik
10 Agustus 2021




2. Kemudian ada Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah
Kalurahan, ini kita susun di tahun anggaran depan, contohnya
pelaksanaan pengelolaan keuangan di tahun 2020 ini laporan
pertanggungjawabannya kita susun di awal tahun 2021. Ini kita
sampaikan kepada Bupati melalui Panewu Kalasan. Kemudian
ada juga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, nanti Kita
sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan. Isinya
sebenarnya sama, penggunaan anggaran, Kita terima dana
transfer berapa, dana transfer dari ADD, dari DD, dari PKK,
dari dana bagi hasil pajak, bunga bank, atau yang lain-lainnya
yang sumber pendapatan sah dan tidak terikat. Itu kita juga
laporkan dalam  bentuk laporan  pertanggungjawaban,
disampaikan kepada Bupati Sleman melalui Panewu Kalasan
atau Kecamatan Kalasan. Untuk pertanggungjawaban terhadap
masyarakat, kita menyampaikan kepada masyarakat melalui
media massa, informasi desa, dalam hal ini Kita upload di
website desa; dan ini juga BPD mesti menanyakan yang sesuali
dengan keputusan, ada perubahan tidak, dari besaran yang
sudah ditetapkan di awal tahun, biasanya seperti itu. Kemudian
ada perubahan tidak Alokasi Dana Desa yang kita terima
berdasarkan SK Bupati, biasanya dalam perjalanan waktu itu
regulasinya sangat dinamis, mesti ada perubahan-perubahan.
Ini di laporan realisasinya mesti Kkita sidangkan dengan BPD,
ini mesti BPD selalu tanya walaupun dalam perjalanan waktu
satu tahun anggaran berjalan itu kita selalu melaporkan
fluktuasi dari anggaran yang ada di kalurahan. Jadi semester 1
tadi berapa sih yang kita terima, kemudian semester 2 itu
berapa sih yang Kkita terima. Seperti contoh dana desa itu




bertahap sebenarnya, tidak langsung sekian miliar, karena di
situ juga ada kewajiban-kewajiban kita yang harus dipenuhi
oleh kalurahan, contohnya ketika tahap pertama, penyaluran
tahap pertama dana desa, itu syaratnya apa, setidaknya pertama
sudah menyusun APBKal, sudah tertuang dalam RKP,
kemudian sudah melaporkan penggunaan dana desa tahun
sebelumnya. Kalau itu semua belum dilaporkan, belum kita
lalui, Kita tidak dapat transfer, transfernya ini justru nanti
berapa persen dari alokasi yang kita terima. Ketika Kkita
laporkan itu nanti berapa persen serapannya, dari tahap
pertama, kalau tahap pertama itu belum memenuhi syarat, itu
harus serapannya minimal 75% dari tahap pertama yang Kkita
terima. Kalau tahap pertama Kkita sudah terima dan Kkita
laporkan, nanti baru ditransfer tahap kedua, dan itu pun juga
berapa persen, umpamanya kalau tadi di tahap pertama 40%,
tahap ketiga 30%, kemudian syaratnya untuk di tahap ketiga
juga nanti sama, ada syaratnya juga, paling tidak harus ada
Laporan Realisasi semester 1, Laporan Realisasi Tahap 1 dan
Tahap 2. Jadi besaran itu sudah ditetapkan di awal tahun dan
terimanya ada tahapannya dan ada syarat-syaratnya. Selain itu
agar masyarakat tahu bahwa kita juga melakukan transparansi
keuangan, kita informasikan juga di websitenya desa.

Ini tidak terlepas dari siklus desa, artinya hal-hal yang harus
dipenuhi, yang harus ada, yang harus dilaksanakan di tingkat
kalurahan, ini adalah pelaporan pertanggungjawaban itu
sendiri. Laporan pertanggungjawaban atau kalau dulu saya
istilahkan laporan perhitungan anggaran, di setiap akhir tahun
mesti sudah menyangkut di semester pertama, semester kedua.

Kaur Danarta
3 Agustus 2021




Pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan, dan juga tidak bisa lepas bahwa laporan
ini nanti disampaikan melalui layanan informasi publik,
pemerintah kalurahan juga sering menyajikan laporan ini dalam
bentuk media cetak. Selama ini yang sering kita gunakan ini
adalah Bernas, kalau tidak salah. Karena kita menyesuaikan
dengan kemampuan anggarannya. Beda satu media cetak
dengan yang lain, beda budgetnya. Jadi, laporan
pertanggungjawaban dalam bentuk laporan perhitungan
anggaran nanti disajikan dalam bentuk informasi publik,
melalui baliho, dan papan reklame.

13

Dalam rangka melakukan
penatausahaan pengelolaan
keuangan kalurahan,

pembukuan apa saja yang telah
dilakukan oleh pamong
kelurahan yang bertugas?

Dalam rangka melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan
kalurahan, pembukuan yang kita lakukan oleh pamong
kalurahan, pertama buku kas umum, kemudian buku bantu
pajak, buku bantu kas, dan buku bantu kegiatan desa atau
BBKD. Itu yang kita lakukan.

Carik
10 Agustus 2021

Untuk pembukuan-pembukuan yang dilakukan di kalurahan ini
adalah buku kas umum, itu pasti ada. Kemudian buku
pembantu pajak juga ada, meskipun kita hanya kadang dibuat
tidak secara kontinu atau rutin per bulan, tapi pada saat akhir
pelaporan anggaran itu kita membuat buku pembantu pajak.
Kemudian juga buku bank, lalu buku pembantu kegiatan. Buku
pembantu kegiatan yang sudah harus dibuat di masing-masing
pelaksana anggaran. Jadi misalkan dari bendahara menerima
berapa, kemudian digunakan untuk apa, tanggal berapa,
sejumlah berapa, ini ada di buku pembantu kegiatan.

Kaur Danarta
3 Agustus 2021




14 | Apa saja jenis pelaporan yang | Pelaporannya yaitu APBDes, Penjabaran APBDes, Laporan | Lurah
dilakukan oleh  pemerintah | Pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi APBDes yang | 23 Agustus 2021
kalurahan dalam proses | dilakukan per semester, Laporan Perubahan APBDes, dan
pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan.
engelolaan keuangan — . - .

Eall?raham g Laporan Realisasi APBDes tiap semester, Informasi | Carik

' Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, dan Informasi | 10 Agustus 2021
Pelaksanaan Pembangunan Desa.
Ada laporan semester pertama. Kemudian ada laporan semester | Kaur Danarta
kedua sebagai laporan akhir tahun anggaran. Di samping itu, | 3 Agustus 2021
merupakan laporan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan
desa menyangkut APBDes. Menyangkut kegiatan administrasi
yang lain, itu ada laporan pertanggungjawaban kepala desa
yang ada di setiap akhir tahun anggaran.

15 | Apakah rancangan pengelolaan | Sudah sesuai, baik berdasarkan peraturan maupun realisasi | Lurah
keuangan atau APBKal dan | sudah sesuai dengan anggaran. 23 Agustus 2021
realisasinya telah sesuai? — - - - -

4 lya, sudah sesuai, Kita melaksanakan sesuai yang ada di | Carik
APBDes itu. Secara pertanggungjawaban, contohnya kalau | 10 Agustus 2021

rapat umpamanya 5 kali, di situ kita menyediakan konsumsi.
Jadi, SPJ (surat pertanggungjawaban) rapat itu pertama daftar
hadir, kemudian notulen, undangan, bukti belanja konsumsi, ini
nanti sudah sesuai apa belum. Nanti itu jangan sampai di
RABnNya tertera Rp23.000, tapi belanjanya Rp25.000, itu tidak
sesuai. Kalau tidak sesuai seperti itu kita kembalikan, artinya
itu menjadi tanggung jawab penuh dari pelaksana kegiatan. Jadi
adanya pelaksana kegiatan itu juga harus melihat RABnya,
kegiatan dia itu RABnya seperti apa, nanti apakah rapatnya




berapa kali, kemudian belanja barang untuk diserahkan ke
masyarakat itu apa saja, speknya apa saja. Itu dilampirkan
dalam surat permohonan pembayaran, jadi semua sudah sesuai.

Sesuai, kalau tidak sesuai dengan APBKal maka aplikasi tidak

Kaur Danarta

bisa merespon. Karena misalnya anggaran untuk Kegiatan A | 3 Agustus 2021
anggarannya 100 juta, kemudian ada kegiatan melebihi, maka

di aplikasi tidak bisa. Kalau di lapangan butuh melebihi

anggaran, harus menunggu perubahan APBDes. Kalau APBDes

tidak berubah, maka tidak bisa dilaksanakan dan harus ditunda

setelah perubahan anggaran dibuat.

16 | Apakah terdapat kendala dalam | Tidak ada. Lurah
melakukan bentuk 23 Agustus 2021
i‘;ﬂggg:tas kaluraﬁzﬂgelozﬁﬂ Hamt_)atqn tidak ada, karena _dalam_ siklus tahunan kalurahan, | Carik
secara vertikal dan horizontal? mulai di awal tahun sampai akhir tahun itu sudah diatur. | 10 Agustus 2021

Artinya, kapan menentukan rencana kerja pemerintahan, kapan
menyusun APBKal, kapan melaporkan realisasi semester 1,
kapan melakukan perubahan APBDes, kapan melakukan
perencanaan kerja untuk 1 tahun berikutnya, itu semua sudah
terjadwal sebenarnya.

Selama ini belum menemui kendala yang cukup berarti. Yang
kadang menjadi kendala di masyarakat adalah dari sisi
perencanaan. Misalkan perencanaan dibuat tahun 2021, ini bisa
jadi perencanaan untuk tahun 2023. Jadi bukan tahun besok,
biasanya kadang seperti itu. Ini yang masyarakat tidak begitu
hafal, tidak menguasai ini dulu perencanaan yang dibuat untuk
tahun berapa, menganggap dibuat sejak sekarang tentu untuk

Kaur Danarta
3 Agustus 2021




tahun depan. Ini juga menjadi kendala yang masyarakat itu
kurang hafal. Kemudian juga masalah orientasi program,
selama ini masyarakat yang diajukan kadang kegiatannya
terlalu banyak kegiatan fisik, seperti pembangunan kolam,
drainase, dan sebagainya. Sebenarnya dari pemerintah itu tidak
hanya pembangunan fisik, tetapi pemerintah kalurahan ini
mengalami kebingungan di hal tersebut. Untuk akses kegiatan
non fisik akhirnya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ini
kadang yang menjadi kendala, sehingga memang harus banyak
pembelajaran di tingkat masyarakat bahwa untuk kegiatan-
kegiatan itu butuh fisiknya dikurangi, dan beralih kepada non
fisiknya seperti pemberdayaan masyarakat, keterampilan, dan
sebagainya. Kadang dari masyarakat sendiri memang tidak
begitu banyak yang mengusulkan ke arah sana. Sehingga
kadang masyarakat yang tahu akan hal itu kadang milih “Lha
ini kalurahan sing digawe mung fisik”. Kita masukannya dari
masyarakat juga seperti itu, mau bagaimana lagi.

17

Bagaimana bentuk transparansi

yang dilakukan oleh
pemerintah desa mulai dari
tahap  perencanaan hingga
tahap pertanggungjawaban

dalam pengelolaan keuangan
kalurahan di Tahun Anggaran
20207

Diumumkan melalui media massa web dan lewat BPD. Lurah

23 Agustus 2021
Kita juga ada kewajiban menyampaikan Informasi | Carik
Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, biasanya Kita | 10 Agustus 2021

posting di media massa, biasanya di bulan Maret sampai Mei,
itu Informasi Pelaksanaan Pembangunan Desa, ini Kita posting
biasanya di media massa atau surat kabar, sudah beberapa kali
Kita posting setiap tahunnya seperti itu. Kita juga memposting
APBDes di media massa. Jadi keterbukaan informasi publik ini
perlu. Selain itu juga, selain kita posting di media massa, kita




unggah di websitenya kalurahan, yang sudah terintegrasi
dengan websitenya kabupaten. Alamat websitenya itu
purwomartaniSID.slemankab.co.id; dan kita yang posting di
media massa biasanya posting di Jawa Pos ataupun di Radar
Jogja.

Dari sisi proses penyusunan perencanaan ini, menurut saya
sudah sangat transparan, karena dari proses awal perencanaan
itu sudah melibatkan masyarakat, juga dari lembaga masyarakat
desa dan tokoh masyarakat. Hal ini adalah suatu bentuk
perencanaan Yyang partisipatif, jadi sudah terbuka dalam
menyusun perencanaan. Kemudian yang selanjutnya itu
dirumuskan ke dalam APBDes, perencanaan nanti bentuknya
Rencana Kerja Pembangunan yang semuanya itu dasarnya
adalah RPJMKal. Kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja
Tahunan. Dari Rencana Kerja Tahunan yang setahun sekali itu
nanti dirumuskan ke dalam APBDes. Jadi dari proses awal
sudah runtut, semuanya sudah bisa diketahui. Kemudian setelah
diAPBDes-kan, ada laporan realisasi. Semua dari perencanaan /
APBDes, sudah kita sampaikan melalui informasi publik, baik
itu melalui website desa, kemudian media cetak dan baliho, itu
sudah kita sampaikan dari awal APBDes-nya. Kemudian
realisasi pun demikian, realisasi pelaksanaan anggaran di akhir
tahun anggaran juga demikian. Kita publikasikan melalui media
cetak, kemudian website desa juga kita sampaikan, kemudian
dari baliho. Itu juga sudah ada tuntutan, sehingga tidak ada hal
yang itu sifatnya rahasia tentang siklus tahunan, di mana
APBDes termasuk di situ. Oleh karenanya kalau ingin
mengetahui lebih detail dan melihat lebih banyak, informasi

Kaur Danarta
3 Agustus 2021




bisa diklik di web desa, di sana ada.
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Apakah
internal
dalam

terdapat hambatan
atau pun eksternal

memberikan
transparansi pengelolaan
keuangan kalurahan kepada
masyarakat?

Tidak ada. Lurah

23 Agustus 2021
Hambatan tidak ada, selama kita sesuai dengan aturan, sesuai | Carik
dengan kebijakan, sesuai dengan regulasi. Hambatan kita justru | 10 Agustus 2021

di pandemi ini di tahun 2021, hambatan-hambatan itu justru
dengan merebaknya angka penambahan positif Covid hingga
yang meninggal dunia, di tahun 2021 ini yang sedikit
mengganggu pelaksanaan perencanaan dari pengelolaan

keuangan desa, yang tadinya kegiatan hari ini harus
dilaksanakan, kemudian dengan regulasi yang dinamis,
akhirnya kita pending kegiatan-kegiatan yang sudah

direncanakan. Jadi kita mengedepankan atau memprioritaskan
kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang ada di wilayah Kalurahan
Purwomartani, kita masih menangani Covid. Hambatan
transparansi pengelolaan keuangan tidak ada.

Untuk hambatan internal maupun eksternal, selama ini tidak
ada hambatan yang berarti, jadi cukup lancar. Hanya saja
terkadang hambatan itu di dalam pemanfaatan aplikasi IT. Tapi
sekarang sudah tidak ada karena banyak perangkat-perangkat
desa yang lebih muda, yang sudah tidak bisa lepas dari IT.
Misalnya saya ini sudah masuk senior lansia, jadi IT sudah
tidak begitu paham, kalaupun paham harus pelan-pelan. Jadi
boleh dibilang belum ada kendala yang sangat berarti dalam hal
pengelolaan keuangan desa ini.

Kaur Danarta
3 Agustus 2021




19 | Bank apakah yang digunakan | BPD DIY
Kalurahan Purwomartani?
20 | Peraturan nomor berapa dan | e Peraturan Kalurahan Purwomartani Nomor 6 Tahun 2019

tahun berapa yang mengatur
pengelolaan keuangan desa di
Kalurahan Purwomartani
Tahun Anggaran 2020?

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2020
Peraturan Lurah Purwomartani Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan APBKal

Peraturan Lurah Purwomartani Nomor 6.1 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan APBKal kedua

Peraturan Lurah Purwomartani Nomor 6.2 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan APBKal ketiga

Peraturan Lurah Purwomartani Nomor 6.3 Tahun 2020
tentang Pemberian Tunjangan Lurah, Pamong, dan Staf

21 | Bagaimana Pemkal | Pertama, kita sampaikan melalui media massa, lewat Koran.
Purwomartani menyampaikan | Kemudian media website kalurahan. Kemudian Kkita juga
pada masyarakat mengenai | tampilkan di pengumuman di depan, ada papan informasi.
Perubahan ~ APBKal dan
kegiatan yang ditunda atau
mengalami pengurangan
anggaran?

22 | Apakah terdapat audit atau | Kalau audit kita dari BPK Provinsi. Kapanewon sifatnya hanya
pemeriksaan dari pihak | memberikan rekomendasi.
kabupaten ataupun

kapanewon?

Carik
1 Oktober 2021
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Apakah pertimbangan dari
Pemkal Purwomartani
mengenai adanya pengurangan
anggaran dan penundaan sub
bidang kegiatan di bidang
belanja Pelaksanaan
Pembangunan dan bidang
Pembinaan Permasyarakatan
Kalurahan?

Untuk yang pertama adalah pertimbangan daya dukung
anggaran penerimaan yang berkurang, kemudian yang lebih
banyak untuk nanti pada saat perhitungan itu tidak njomplang,
dalam arti dianggarkan sekian, tapi habis sekian. Karena pada
saat itu masa pandemi, semua kegiatan-kegiatan yang
menyangkut pembinaan pada masyarakat di situ ada ruang-
ruang pertemuan, berkerumun, ini semua banyak yang tidak
bisa dilaksanakan dan tidak diperkenankan untuk dilaksanakan.
Jadi tidak mungkin untuk dilaksanakan (kegiatan yang
ditunda), sehingga untuk nanti pada saat perhitungan biar tidak
terlalu njomplang sekali (kegiatan) yang tidak terlaksana, maka
ini dikurangi (anggaran). Semuanya pada kondisi pandemi.
Intinya seperti itu. Jadi hampir seluruh kegiatan baik itu di
lingkungan kantor maupun di masyarakat ini ya semuanya
ditunda, dan dialihkan ke, difokuskan kepada BLT-DD yang
masuk di bidang penanggulangan bencana dan keadaan
mendesak. Dan ini anggaran desa itu kan anggaran defisit,
sehingga ketika mengurangi anggaran itu tidak masalah. Lalu
kegiatan di masyarakat itu potensi membuat kerumun,
misalkan pembangunan infrastruktur jalan, itu kan banyak
pertemuan persiapan, kemudian belum lagi pada saat eksekusi.
Betul-betul pada fokus di penanganan pandemi, dan sifatnya
wajib dari Kabupaten.

Kaur Danarta
18 April 2022

Karena dominasi dengan Dana Desa sumbernya, kemudian
bantuan keuangan khusus di situ. Bagi hasil pajak hanya
beberapa bagian saja. Di 2020 itu yang pasti penanganan Covid
itu diambil dari Dana Desa, ada instruksinya dari Mendagri dan
bupati. Kemudian mempengaruhi juga dengan bidang ini, yang
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tadinya didanai, yang nantinya dilakukan dengan sumber dana
Dana Desa, duite ora nambah, tapi yang tadinya untuk bidang
pembangunan dan pembinaan, akhirnya untuk penanganan
Covid. Karena penanganan Covid itu ada pencegahan,
penanganan warga yang terpapar Covid, pembinaan, dukungan.
Jadi di 2020 itu kemarin Kita juga seperti pemakaman karena
Covid itu, menggunakan APD, kemudian biaya operasional,
menjalankan ambulan itu pakai biaya bensin juga, konsumsi
petugas relawan, dsb. Itu semua mempengaruhi sektor
pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan. Menentukan
urgensi bisa dilaksanakan atau tidak itu kita selalu ada instruksi
dari kabupaten.

24 | Berdasarkan IPPKal, masih ada | Itu di awal (tahun). Desa mengambil kebijakan sebenarnya Kaur Danarta
kegiatan pembangunan yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik dengan menggunakan 18 April 2022
dilaksanakan walau berpotensi | Dana Desa, itu mau kita kerjakan dulu. Pandemi masuk, cut
adanya pertemuan antar warga, | semua (memotong anggaran). Di samping itu dialihkan ke
seperti perbaikan jalan aspal, BLT-DD.
apakah pertimbangan
dijalankannya kegiatan yang
dianggarkan dan terealisasi di
TA 2020?

25 | Pada Risalah Rapat BPDes Di awal Covid itu kan regulasinya dinamis, jadi waktu itu Carik
pada sidang tanggal 13 Mei didominasi untuk penanganan Covid. Hal-hal yang berkaitan 21 April 2022

2020 yang membahas
Penetapan Perubahan Khusus
APBDes TA 2020 (perubahan
pertama) disebutkan bahwa

dengan anggaran Kita cermati, kira-kira yang tidak urgent
banget itu yang mana, seperti contoh itu (anggaran
pengelolaan) perpustakaan. Kemudian seperti MCK itu
sebenarnya ini program walaupun pembangunan tapi




terdapat lima sub bidang yang
di-cancel. Mengapa sub bidang
tersebut ditunda?

menyentuhnya itu di bidang kesehatan, nah kesehatan ini yang
Kita rubah sasarannya, kalau MCK ini untuk germas (gerakan
masyarakat) tidak buang air besar di sungai dsb, pembuatan
MCK di rumah-rumah warga yang prasejahtera, itu kita
refokusing. Jadi itu di awal pandemik, makanya sampai ada
tiga kali perubahan APBDes yang mengikuti regulasi yang
berlaku di atas. Jadi di akhir tahun 2019 kita sudah tetapkan
APBDes 2020, kemudian ada keadaan mendesak mulai Maret
2020 itu ditetapkan status keadaan darurat Covid. Nah itu
kebijakan-kebijakan pemerintah berubah semua, ya kita
mengikuti, baik penanganan Covid yang bersifat pencegahan,
penanganan maupun bantuan logistik, bantuan langsung tunai;
karena pandemi, pergerakan perkembangan ekonomi
masyarakat itu juga terhambat, sehingga kita merujuk dengan
instruksi dari kabupaten, di mana juga kabupaten (merujuk)
dari provinsi maupun dari Mendagri. Saluran Pembuangan Air
Limbah atau SPAL di-cancel, jadi banyak di masyarakat yang
belum mempunyai saluran pembuangan air limbah itu dari
rumah tangga. Itu banyak yang tidak mempunyai, artinya
menjadi program Kita juga untuk pembuatan itu. Jadi SPAL itu
untuk air limbah dari rumah tangga. Kalau SPAH kan (untuk)
resapan dan saluran pembuangan air hujan, jadi sumur itu kita
juga refokusing. Tapi di 2021 itu tidak dianggarkan di
APBDes, tapi melalui dinas, jadi apa yang tadinya dianggarkan
oleh desa, mulai 2021 dinas yang masuk dengan program itu.
Lalu kita punya lahan kritis lebih kurang 3 hektar, nantinya
bisa meminimalisir banjir, kemudian juga kita punya program
penanaman tanaman yang bisa menyerap air di lahan tandus




itu, dengan adanya pandemi ya tidak kita lakukan. Kemudian di
tahun 2021 dan 2022 kegiatan itu tidak ada kenapa, karena Kita
pihak ketiga, artinya kita datangkan investor yang
memanfaatkan, lahan itu disewakan, peruntukannya hanya
untuk pertanian. Tadinya mau dikelola desa tapi sekarang jadi
lebih menguntungkan.

26

Apakah pertimbangan dari
Pemkal Purwomartani
mengenai adanya penambahan
anggaran di bidang belanja
Pemberdayaan Masyarakat
Kalurahan?

Di akhir tahun anggaran itu ada SK (Surat Keputusan) Bupati
yang harus dicairkan melalui desa, anggaran bantuan keuangan
yang sifatnya khusus. Jadi ini sebenarnya pemberdayaan pun
berkurang, tapi karena ada bantuan dari Kabupaten Sleman
yang melalui usulan-usulan dewan, kurang lebih kemarin ada
Rp 68.000.000; ini akhir tahun keluar, sehingga ini yang
kenapa (bidang) pemberdayaan bertambah. Ya karena itu harus
dikeluarkan, ada SK Bupati, ada penambahan bantuan
keuangan khusus yang itu disalurkan lewat APBDes. Anggaran
dari pusat yang itu disalurkan melalui APBDes, sebelumnya
belum ada itu, jadi itu atas usulan masyarakat lewat dewan,
kemudian dewan membuat pengajuan ke Badan Anggaran
Kabupaten. Itu bantuan yang berwujud bantuan keuangan
khusus untuk desa lewat rekening desa, sehingga desa kan
harus merubah anggaran, kalau tidak ada dianggarkan di desa
tidak bisa dikeluarkan (dicairkan).

Kaur Danarta
18 April 2022

Sebenarnya sub bidang yang baru ditambahkan di perubahan
ketiga itu di RKP ada. Tapi di APBDes ketika penyusunan
(sebelum perubahan ketiga) tidak dimunculkan, ini masuk
dalam bantuan keuangan khusus dari kabupaten. Tujuannya ya
untuk peningkatan ekonomi masyarakat juga, karena ini

Carik
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sasarannya adalah kelompok-kelompok masyarakat, jadi
kelompok ternak, kelompok perikanan, UMKM. Bantuan
keuangan khusus atau BKK itu munculnya biasanya
berdasarkan SK Bupati di pertengahan tahun atau mendekati
akhir tahun.

27

Apakah pertimbangan dari
Pemkal Purwomartani
mengenai adanya pengurangan
anggaran di bidang belanja
Penyelenggaraan Pemerintah
Kalurahan?

Kemarin ada belanja kendaraan, itu ditunda. Karena pada
situasi seperti ini kok, belanja yang itu belum terlalu urgent.
Banyak kegiatan (anggaran yang dikurangi atau ditunda),
seperti hari jadi. Kita untuk informasi-informasi sering
menyelenggarakan dengan Zoom Meeting, termasuk sosialisasi
di-cancel, di perubahan, ditunda, itu kita pakai Zoom Meeting,
dan itu yang terlibat justru malah tidak hanya perangkat,
sampal pengurus RT/RW bisa mengikuti Zoom Meeting itu.
Bahkan rapat koordinasi perangkat (tatap muka) saja tidak
diperkenankan, apalagi di masyarakat berkerumun pada saat itu
tidak diperbolehkan.

Kaur Danarta
18 April 2022

Ya karena itu tadi, kita merefokusing. Kita ini dengan adanya
pandemi itu tentunya anggaran yang kita targetkan itu kadang-
kadang akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Karena di awal
ketika penyusunan APBDes ini kan yang kita gunakan adalah
angka asumsi, yang kita dapatkan dari angka di tahun
sebelumnya. Tapi di tahun berjalan itu menyesuaikan dengan
kebijakan dari kabupaten maupun pusat, makanya yang
biasanya sudah ditetapkan adalah Dana Desa ketika
penyusunan APBDes. Tapi untuk Alokasi Dana Desa, bagi
hasil pajak, kemudian bantuan keuangan khusus itu
menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya ketika
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tahun anggaran berjalan biasanya besaran ADD itu muncul di
bulan ketiga, paling cepat memang Februari. Ketika kita ada
perubahan di penyelenggaraan pemerintahan, ya kita
menyesuaikan dengan anggaran yang kita terima. Jadi masing-
masing kegiatan yang didanai dengan sumber dana ADD, bagi
hasil pajak, pendapatan asli desa, ya kita menyesuaikan dengan
perolehan yang kita dapat. Jadi anggaran itu tidak di setahun
sebelumnya ditetapkan, tapi di tahun berjalan. Yang sudah
ditetapkan itu Dana Desa, makanya itu terpengaruh dengan
penyelenggaraan pemerintahan.

28 | Berdasarkan isi SE Sekda Kegiatan yang tenaga kerjanya adalah warga setempat, nggak | Carik
Sleman bahwa pertimbangan gotong royong, tapi dibayar. Setiap kalurahan ada yang 21 April 2022
prioritas kegiatan yang dapat melakukan, ada yang tidak. Nah itu yang tidak semua kita
ditunda atau bukan kegiatan hapus. Tapi kita bisa alokasikan di tahun berikutnya, yang tidak
Padat Karya Tunai Desa, bisa tercover di 2020. Sebenarnya Surat Edaran / instruksi itu
apakah yang dimaksud dengan | bukan hanya merefokusing atau merubah yang bisa
kegiatan Padat Karya Tunai dilaksanakan atau tidak. Instruksi lainnya setelah itu juga ada
Desa? kewayjiban seperti mempunyai shelter, tim penanganan Covid,

nah itu yang menjadi dasar kita untuk mengubah sampai 3 kali.
Instruksi/klausulnya itu tidak kowe kudu ngrubah anggaran,
tapi ada instruksi/perintah yang mengharuskan kita seperti desa
yang tingkat penyebaran Covid itu lebih dari 5 dusun atau zona
merah, wajib mempunyai shelter. Pada waktu itu zona di setiap
dusun tidak ada yang hijau, kuning hanya satu dua dusun,
artinya kita harus merubah. Jadi di awal memang Surat dari
Pak Sekda itu.
29 | Apakah cara untuk Perubahan anggaran itu (diberitahukan) melalui dukuh-dukuh, | Kaur Danarta




mensosialisasikan Perubahan
APBKal kepada masyarakat?

setelah mengetahui semuanya, kemudian lewat Bamuskal atau
BPDes. Kemudian kalau yang laporan pelaksanaan anggaran,
itu melalui web desa. Kita sifatnya instruksi, monggo
disosialisasikan kepada masyarakat. Untuk pelaporannya (dari
dukuh) mengenai perubahan anggaran yang disampaikan ke
dukuh lalu dukuh ke warga padukuhan, ada yang melaporkan,
ada yang tidak, itupun secara lisan, tidak secara tertulis. Saya
sendiri juga selaku warga masyarakat juga sudah mendengar
ketika dikumpulkan di RT, lewat pak dukuh, bahwa anggaran
ini ditunda. Kalau di padukuhan fleksibel untuk pertemuannya,
kadang gilir sekarang di RT ini dst. Tapi sekarang sudah mulai
berkembang, biasanya mereka membuat fasilitas semacam
balai dan itu multifungsi, misalkan ada pelayanan pajak bisa di
situ. Kemudian ada pertemuan warga, sudah mulai banyak
padukuhan yang sudah merintis seperti itu, Karangmojo ini
juga merintis, Kadirejo 11, ada Cupuwatu | dan II.

18 April 2022

Sebenarnya secara tidak langsung ya, jadi tidak serta merta kita
merubah terus kita umumkan. Kita tetap mengikuti tahapan-
tahapan Siklus Tahunan Desa, di mana ketika perubahan yang
dinamis tentunya tidak kita ekspos dulu tapi di akhir tahun
ketika kita tutup buku, kita menyusun laporan realisasi,
kemudian di tahun anggaran sesudahnya itu baru Kita publikasi
awal penganggaran seperti ini, realisasinya seperti ini. Kalau
setiap perubahan itu kita publish, pertama orang membacanya
bingung. Yang kedua, karena perubahannya dinamis, orang
tentunya berpikir, oh ini ada kegiatan yang tidak dicoret dalam
anggaran, sekarang kok dicoret, terus dimunculkan lagi. Itu
otomatis orang bingung lagi juga. Tapi kan kita coret
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anggarannya, itu ya sampai akhir tahun ketika tidak ada hal
yang bisa mengatrol lagi, kita rencanakan di tahun berikutnya.
Atau kalau tidak ya kita carikan solusi, artinya kita usulkan
kepada dinas terkait yang menangani bidang itu. Memang
disampaikan kepada para dukuh, tapi tidak kepada masyarakat
umum. Karena kalau kita sampaikan ke dukuh kaitannya
dengan program, artinya padukuhan ini yang harusnya
dibangun ini, ada kegiatan ini, ada pemberdayaan ini, kita
sampaikan ini kita pending dulu, atau kegiatannya kita kurangi
dulu volumenya. Tapi kalau informasi kepada masyarakat
umum, Kita tetap menginformasikan sesuai dengan waktunya.




Lampiran 2. Grafik Realisasi Pendapatan Kalurahan Purwomartani Tahun

Anggaran 2020
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Lampiran 3. Grafik Realisasi Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa

Kalurahan Purwomartani Tahun Anggaran 2020
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Lampiran 4.

Laporan Pertanggungjawaban

Anggaran

Kalurahan Purwomartani Tahun Anggaran 2020
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Lampiran 5. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Kalurahan

Purwomartani Tahun Anggaran 2020
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Lampiran 6. Dokumentasi Hasil Pembangunan Sarana Prasarana Bagian

Pelayanan di Kantor Kalurahan Purwomartani




Lampiran 7. Arsip Dokumentasi Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes

Purwomartani Tahun Anggaran 2020
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Lampiran 8. Arsip Dokumentasi Penyaluran BLT Dana Desa




Lampiran 9. Arsip Poster Pengumuman APBDes 2020
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Lampiran 10. Papan Baliho di Kantor Kalurahan Purwomartani




Lampiran 11. Surat Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON KALASAN

PEMERINTAH KALURAHAN PURWOMARTANI
:Qrgfﬂm;o(mnz 'n;mm_{mmmo‘&

Sleman, 55571
tmmu)mim L-vm mmma

SURAT KETERANGAN
Nomor - 218/TU/1V/2022

Pemerintah  Kalurahan Purvomartani Kapanewon Kalasan, Kabupaten
Sieman menerangkan bahwa ©

Nama : Andrea Dewi Sekamingsih

Tempat Lahir “ hab Semarang

Tanggn! Lahir - 02-08-1999

Alamat rumah  Kedulan No. 50 RT-8 RW 29 Tirtomartani. Kanlasan,

Sleman

Alamat di KTP | Dsn. Pelipan RT 1 RW 10 Kalinegoro, Mertoyudan,
Magelang

NIK - 3573034208990003

Pekerjaan . Pelajar/ Mahas swa

Instansi/Lembaga- Fakultas Bnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya
Yogvakarta

HBenar-benar telah melaksanakan penelinan sefak tanggal 3 Agustus 2021
sampai dengan tanggai 2] April 2022 di_Kantor Pemerintah Kalurahan
Purwomartani untuk penulisan skripsi yang berjudul Akuntabilitas dan
Transparans: Pengelolaan Keuaggan Desa di Kalurahan Purwomarnani;
Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman

Demikian surat keterangan mi dibuat agar dapat dipergunakan sebagiimana
mestinya.

Purwomartani, 22 April 2022
rnh Purwomartani

B



